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Kata Kunci: Prosedur Penerbitan Surat dan atau Nilai Pabean (SPTNP)

Sesuai dengan Undang-Undang kepabeanan yang berlaku bahwa terhadap barang impor dilakukan pemeriksaan pabean. Pemeriksaan pabean meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang. Hasil pemeriksaan pabean dapat berupa dokumen yang diberitahukan benar atau salah. Dalam hal ini KPPBC Tanjung Emas Semarang menggunakan sistem self assesment (asas perhitungan sendiri) yang ditetapkan dalam pemungutan tagihan negara yang dikelola Direktorat Jenderal bea dan Cukai memberikan kebabasan kepada pengguna jasa untuk menghitung dan melaporkan tagihan yang melekat pada barang impor. Meskipun demikian, kebebasan yangdiberikan tidak sebebas kita sendiri tanpa ada kontrol dari pihak pemerintah sebagai pemungut tagihan negara.
Sebenarnya sistem self assesment itu sendiri ditujukan untuk memperlancar dan mempercepat peneyelesaian dokumen pembayaran dan pelunasan tagihan negara yang harus tetap menjamin agar tagihan negara yang masuk ke kas negara sesuai dengan yang seharusnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan kontrol yaitu dengan adanya penetapan yang dilakukan importir atau kuasanya di ragukan kebenarannya. Pejabat pemeriksa dokumen memiliki tugas dan fungsi meneliti dan menetapkan klasifikasi, pembebanan, dan nilai pabean.
Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan metode penulisan ini menggunakan metode diskriptif kualitatif. Metode analisis data yang digunakan yaitu dengan analisis kualitatif.
Di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai  Tanjung Emas Semarang ini, distribusi SPTNP ini dilakukan oleh pegawai di bawah kepala subseksi administrasi penerimaan dan pengembalian. Berdasarkan pengamatan penulis, ditribusi ke importir dilakukan dengan dua cara yaitu mengirimkannya melalui PT Pos Indonesia atau menyerahkannya langsung kepada kuasa importir yaitu Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK). Padahal, KEP-06/BC/1999 menyebutkan pengiriman SPTNP dilakukan melalui Pos atau Kurir. 
Dari data dan fakta yang penulis peroleh selama penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan prosedur penetapan nilai pabean dan penerbitan SPTNP, KPPBC TMP Tanjung Emas Semarang masih belum tepat karena masih terdapat beberapa prosedur tidak dijalankan dan kurang efektif dalam menerbitkan SPTNP yang menjadi dasar hukumnya.

